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ABSTRAK 

 

Solin Maul Darmawan, 201610115169. Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana 

Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (Studi 

Kasus Kota Bekasi)”. 

Penelitian ini berawal dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh 

organisasi masyarakat khusunya di daerah Kota Bekasi. Kekerasan tersebut dipicu 

karena perbedaan pendapat. Dimana penyelesaian dan pada aspek permasalahan 

organisasi masyarakat yang melakukan perbuatan pidana dalam perspektif  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat belum 

tegas. Pada pokoknya mengatur larangan organisasi masyarakat agar tetap sesuai 

dengan hak dan kewajiban terbentuknya organisasi masyarakat tersebut.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang 

dilakukan oleh organisasi masyarakat dan juga mengetahui upaya pemerintah 

Kota Bekasi dalam pengawasan terhadap organisasi masyarakat dikota bekasi 

yang melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat. Metode yang digunakan 

adalah yuridis Normatif.  

Hasil dari penelitian ini adalah Studi kasus Kota Bekasi melalui data wawancara 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai unsur terpenuhinya 

penelitian ini. Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Banyaknya organisasi masyarakat sebagai 

komponen pendukung adalah bentuk pengabdian atas bersama-sama mewujudkan 

tujuan dan cita-cita Negara. Namun kenyatannya masih banyak organisasi 

masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan, aspirasi, dan ideologi secara 

individu sehingga muncul banyak konflik yang justru membuat perpecahan 

maupun mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu 

tentunya harus ada tindakan tegas untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam 

aspek hukum pidana maupun aspek lainnya. 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, kekerasan, organisasi 

masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

Solin Maul Darmawan, 201610115169, Thesis "Criminal liability of community 

organizations that commit criminal acts in perspective of the Law  Number 16 

year 2017 about of community organization (Bekasi City case Study)". 

The research started from the many cases of violence conducted by the community 

organization especially in the area of Bekasi city. The violence is triggered by 

disagreements. Where the settlement and on the aspect of the problem of 

community organizations that commit criminal acts in the perspective of the Law 

Number 16 year 2017 about community organizations are not yet firm. In fact, set 

the prohibition of community organisations to remain in accordance with the 

rights and obligations of the Community organization.  

The purpose of this research is to know the criminal liability conducted by the 

community organization and also to know the efforts of the Government of Bekasi 

in the supervision of community organizations in Bekasi City that commit criminal 

offences in accordance with the provisions of the law Number 16 year 2017 about 

community organizations. The method used is normative juridical.  

The result of this research is the case study of Bekasi city through the interview 

data and regulations that apply as an element of this research fulfilled. Indonesia 

is a legal country based on Pancasila and the Constitution 1945. The number of 

community organisations as supporting components is the form of devotion to 

jointly realizing the goals and ideals of the state. But the fact that there are still 

many community organizations who prefer the importance, aspirations, and 

ideology individually so that there is a lot of conflicts that make divisions and 

disrupt the tranquility and order of society. Therefore, there must be strict 

measures to be held accountable in the aspects of criminal law or other aspects. 

 

Keywords: criminal liability, violence, community organizations. 
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